PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan biaya kuliah pada perguruan tinggi

Mengingat

—_

negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang sesuai dengan jenis program studi dan
kemahalan wilayah, perlu menetapkan biaya kuliah tunggal;

.bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap

pembiayaan pendidikan, perlu menetapkan wuang kuliah
tunggal di perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Biaya Kuliah
Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi
Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;



4. Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang Kabinet
Indonesia Bersatu Il sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

(1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per
mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.

(2) Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang
dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.

(3) Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang
ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

(4) Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh
Pemerintah.

Pasal 2

Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas
beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan
ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang
diterima di setiap perguruan tinggi negeri.

(2) Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
diterapkan paling sedikit S (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang
diterima di setiap perguruan tinggi negeri.

Pasal 5
Perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan

lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan
program diploma mulai tahun akademik 2013 - 2014.



Pasal 6

Perguruan tinggi negeri dapat memungut di luar ketentuan uang kuliah
tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma
nonreguler paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah mahasiswa baru
mulai tahun akademik 2013 — 2014.

Pasal 7

Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 berlaku mulai tahun akademik 2013 - 2014.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR



Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Kepala Biro Hukum dan
Organisasi

Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi

Sekretaris Jenderal




